
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 51 TAHUN 2OOB

PERATURAN DAEMH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 03 TAHUN 2OO8

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGA5AN BATAS DESA

DENGAN RAH,vIAT TUHAN YANG /IIAHA EsA
BUPATI KONAWE,

Menimbang : a. bahwa untuk metaksanakan ketentuan pasat 106
Feraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa, pertu rnenetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe tentang Penetapan dan penegasan Batas De:a.

b. Bahwa berdasarkan pertinbangan sebagaimana
dimaksud datam hui'uf a tei-sebut diaias maka per-lu
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe.

Mengingat : 1. undang-Undang Nomor 29 Tahun 1g5g tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat li ci Suiawesi
(Lembaran Negara Tahrrn 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 18221;

2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lemtai-an lr{egara pl Tahun 2CC4
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4437
sebagaimana tetah diubah lungun peraturan
Pemenntah Pengganti Ljndang-Undang Nomor i Tahun
2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daei-ah (LN Tahun
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
i-.indang Undang Ncnrcr 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah {Ll.l Tahr--rn 2005 Nomor' 38,
TLl.i Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambaran
Lembaran Negara 45a81;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang
Perimbangan Keuarrgan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran liegara Rl Tahun 2004
i.lomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
44381;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun ?OM tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Tahun 2A04 Nornor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2A04
ientang Perubahan Nama Kabupaten Kendari
MenjaCi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara
Tahun 2C04 Nomor 103);

6- Peraturan Pemerintah Repubtik lndonesia Nomor
77 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4587');

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 16
Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kendari sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendari Tahun 2000
Nomor 64);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 20
Tahun 2000 sebagaimana telah beberapakati
diubah terakhir diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendari Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Pernbentukan Susunan Crgarrisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Kendari (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendan'Tahun 2000 Nonrar 671:
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Dengan Pei'setuji:an Bersama

DIWAI{ PERWAK!LAI.I MKYAT DATRAH KABUPATEN KONAWE
dan

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN :

l/,enetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
TENTANS PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUi{

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

I Daerah adatah Kabupaten Konawe;
2. K.epata Daerah adatah Bupati Konawe;
3. Pemerintah Daerah adatah Bupati dan Peranqkat Daerah Sebagai

Unsur Petaksana Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adatah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oteh Pemeriniah Daerah dan DPRD menurut
asas Otcnomi dan Tugas Pernbantuan dengan prfnsip otonomi
setuas - tuasnya datam sistinr dan prinsip Negara Kesatuan
Repubtik lndonesia sebagaimana dimaksud datam Undang-
Undang Dasar Negara Repubtik lndonesia Tahun 1945;

5. Dewan Perwakitan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adatah Lembaga Perwakiian Rakyat Daerah sebagai unsur
penyetenggara Pemerintahan Daerah,
Pei"aturan Daerah yang setanjutnya disebut Perda adalah
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe;
Otcnomi Daerah adatah hak, wewenang dan kelvajiban Daerah
Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

7.
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pemen'ntahan dan kepentingan rilasydr rkat setempat sesuai
ctengan pe!"aturan pei'uncianq-undangan;

8. Desa atau yang ciisebut dengan nama lain, selanjutnya cijsebut
Desa adaiah !.esatuan il,rs;va r-akat hukum -,/ang rnernitjkj
kewenangan untuk mengatur dan rnengurus kepentingan
masyarakai setempat berdasarkan asai usut cian adat istiadat
setempat yang diakui dan orhormati datam sistim Pemerintahan
Negara Kesatuan Repubtik lndonesia;

9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama tain adalah
Kepata Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyetenggara
pemerintahan Desa;

10. Pemerintahan Desa adaiah penyelenggirraarr ulttsirl
pemenntahan oteir remerintah Desa dan Badan
Pemusyawaratan Desa datam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usut dan
adat isiiaciat setempat yang diakui dan dihormati datam
sistim pemerintahan Negara Kesatuan Repubt'ik lndonesia;

11. Batas adatah tanda pemisah antara desa yang bersebtahan baik
barupa batas alam maupun batas buatan.

12. Batas atam adaldl', uflsUr unsur atcrmi sepertr gunung, sungai,
pantai, danau dan sel;againva yang dinyatakan atau ditetapkan
sebaeai pdrrtdi, danau dan scbagainva yang dinyatakan atau
ditetapkan sebagai batas desa.

13. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pitar
batas, jatan, ret kereta api, saturan irigasi dan sebagainya
yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.

14 Batas Desa adatah batas witayah yurisdiksi pemisah witayah
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan suatd desa dengan desa tain.

15. Penetapan Batas Desa adatah proses petaksanaan di tapangan
dengan memberikan tanCa batas desa secara kartomet:^ik di
atas suatu peta dasar yang disepakati bersama.

16. Penegasan Batas Desa adatah proses pelaksanaan di lapangan
dengan memberikan tanda batas desa berdasarkan hasit
perretapan bersa,na.

17. Penataan adatah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan
penyempumaan batas - batas desa.
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t8 Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur atam dan
atau bt:atan manusia yang berada dimuka bumi digambarkan
pada suati.r bidang datar dengan skata, penomoran, proyeksi
dan qeci'eferensi iciasar penetaDan i'upa bumi) terientu-
Skaia adatah perbandingan uk-uran jarak suatu unsure di atas
peta dengan jarak unsur dimuka bumi dan dinyatakan dengan
besaran perbandingan.
Peta Desa adatah peta yang menyajikan iemua unsur batas desa
yang tetah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas,
gari> batas, toponimi perairan dan transportasi.
Peta Batas Desa adatah peta yang menyajikan unsur batas dan
unsur lainnya, pitar batas, garis batas, toponimi perairan
(penamaa;r putau-pulau kecit) dan transportasi.
Pnnsip-prinsip geodesi adatah hat - hat yang metiputi
pengukuran (pengambitan data), penghitungan (proses dari
hasit pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasit
ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengtrkur art GFS,
Potigon, situasi detii, ',vaterpas dan penampang metintang dan
memanjang pada penyetenggaraan batas witayah.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Bagian Pertama
Tujuan

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Eatas Desa untuk memberikan
kepastian hukum terhadap batas desa di wilavah darat dan sebagai
acuan datam metaksanakan kegiatan penetapan dan peneqasan
batas desa secara tertib.

19
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Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan dan Penegasai-t Satas Dssa

Pasal 3

Penetapan batas desa diwujudkan metatui tahapan penetitian

dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai, dan detiniasi garis

batas secara katometrik cjiatas peta dasar-

Pasa! 4

(1) Penegasan batas desa diwujudkan melatui tahapan penentuan

dokumen penetapan batas, pelacakan garis batls, pengul<uran

dan penentuan posisi pitar ba'tas serta pembuatan peta garis

batas dengan koridor tertentir.
{2) Pembuatan peta garis batas sebagaimana dimaksud pada ayat

il ) ditaki_rkan apabiia kedua desa yang berbatasan menganqgap
perlu.

(3) Tahapan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi (;tmu

tentang air tanah).
(4) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dituangkan datam berita acara kesepakatan antar dcsa yang

berbatasan.

Pasal 5

Prosedur penegasan batas desa sebagal:nana dimakud datam pasal

4 tercantum datam Lampiran Peraturan ini.
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BAB III

TiM PENETAPAI,I DAN PENEGASAi{ BATAS D[S.A.

Pasa[ 6

(1) Untuk menentukan batas desa di kabupaten Konawe rJibentuk
Tinr Penetapan dan Perlegasan Batas De:a yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati l^.onawe.

(2) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana
dimaksud pada 3yat i 1 I wajib berkoordinasi dengan l-irir
Penegasan Batas Daer"ah Kabupaten K.onawe.

(3) Keanggotaan Tim Penetapan dan Penegasal Ba'.as Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur lnstansi
teknis ter'xait ditambah dengan unsui'yang berasal dari :

a. Kecamatan'
b. Pemerintah'an Oesa; dan
L. Tokoh Masyarakat dari desa-desa yang berbatasan-

(4; Urrsur lnstansi Teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) antara tain yaitu :

a. Unit Tata Pemerintahan;
b. Bappeda;
c. Kantor Pertanahan;
d. Kantor Pajak, 8,rrri dan Bangunan;
e. Dinas Pekerjaan Umum;
f . Dirras Tata Ruang Can Tata Kota ;

g. Lain-tain.

Pasal 7

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksrrd
datam pasat6 ayat (1) mempunyai tugas :

a. Menginventarisasi dasar hukum tertutis maupun sumber hukurn
lainnya yang berkaitan dengan batas desa;

b. Metakukan pengkajian terhadap clasar hukum teriulis maupun
sumber hukum lain untuk menentukan garis batas semeni.ara di
atas peta;
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Merencanakan dan metaksanakan penetapan
batas desa;
Meiakukan supervisi teknis/tapangan dalam

dan penegasan

penegasan batas

p
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C.

d.

A

f.

o5'

rlocr'

Meiaksanakan sosiatisasi penetapan dan penegasan batas desa;
Mengusutkan dukungan dana datam Anggaran Pendapatan dan

Beianja Daerah Kabupaten Konawe untuk petaksanaan
penetapan dan penegasan batas desa;
Metaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas
desa kepada Bupati Konawe dengan tembusan kepada Gubernur.

BAB iV

PENEGASA.N BATAS DESA

Pasal 8

(1) Desa yang tetah metakukan penetapan dan penegasan batas
desa membuat berita acara kesepakatan bersama antar desa

yang berbatasan dan disaksikan oteh Tim Penetapan dan

Penegasan Batas Desa.
(2) Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

beserta lampiran peta batas desa dan dokumen lainnya
disampaikarr kepada Bupati Konawe metatui Camat.

{3) Pitar batas dan peta garis batas desa yang tetah diverifikasi
oieh Tirn Peitetapan dan Penegasan Batas Desa dan disetujui
oteh Kepata Desa yang berbatasan diserahkan untuk
mendapatkan pengesahan dari Bupati Konawe.

(4) Bupati menetapkan Keputusan Bupati Konawe tentang Batas

Desa.

oi6:
'.
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BAB V

PENYELESAIAN PERSELISIHA.N

Pasal 9

(1) Persetisihan batas desa antar desa datam satu kecarJatan
disetesaikan secai'a musyawarah yang difasititasi oteh Camat.

(2) Perseiisihan baias desa antar desa pada kecamatan yang
berbeda disetesaikan secara musyawarah yang difasititasi ol.eh

unsur pemerintah Kabupaten Konawe.
(3) Apabita upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat {2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan
ditetapkan oteh Bupati Kona.we dan keputusannya bersifat
finat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

(1) Pembinaan dan
penegasan batas
Konawe.

(Z) Pembinaan dan
pedoman umum,

Pasal 10

pengawasan terhadap penetapan dan
desa ditakukan oteh Pemerintah Kabupaten

Pengawasan ditakukan melatui pernberian
bimbinean, petatihan dan supervisi.

rl
9
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BAB VII

PEMB|AYAAN

Pasal 11

Petaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa
dibrayai dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Konawe.

BAB VII!

KETENTUAi.I LAIN-LAIN

E
5
+
h
b

Pasal 12

(1i Desa yang berbatasan dengan witayah danau dapat
dengan Keputusan Bupati Konawe.

(2) Keputusan Bupati Konawe sebagaimana iimaksud
(1), memperhatikan hak asal usul dan adat istiadat
setempat.

ditetapxan

pacla ayat
masyarakat

Hat-hat yang betum diatur
mengenai petaksanaannya,
Pei'aturart Bupati Konawe.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

datam Peraturan
akan diatur

Pasal 14

Daerah ini sepanjang
tebih lanjut datam

Peraturan Daerah ini mutai berlaku pada tanggal ditetapkan.

L
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Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pene;pc.tannya datam
Lembaran Daerah Kabupaten Konawe-

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggat 14 Januari 2008

BUPATI KONAWE,

T.T.D

H. LI.TKMAN ABUNAWAS

Diundangkan di Unaaha
Pada tanggat 18 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH,

T.T.D

fitUSTARI. T

LEMBARAN DAEMH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2OO8 NOMOR 51

DlSALItl
KABAG. HU

DENGAN ASLINYA
TDA KAB. KONAWE,

H.A

),

, I'

l1

UNTUK SALINAN

NtP. 700 005 9s0
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il.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH

l"ioMoR :
Tl\t-- 4i
i -Al\L)trAL

KAB. KONAWE
3 TA!-iUN 2008
'i4 ianuai-i 2008

PROSEDUR PENETAPAN DAN PENEGASAN BATA5 DESN

Tim penetapan dan Penegasan Batas Desa (setanjutnya datam
peraturan ini disebut Tim) adaiah Tim yang dibentuk oteh

BupatilWatikota. Tim ini bei-tugas metaksanakan penetapan cian

penegasan batas desa-

Prinsip Penetapan Batas Desa

Penetapan batas desa adatah proses penetapan batas ditakukan
secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati. Proses

penetapan ini terdiri dari atas tiga tahapan kegiatan, antara. lain :

A- Penetitian Dokumen Batas
B. Penentuan Peta Dasar
C. Fembuatan Peta Desa Secara Kartomctnk diatas peta dassl'

A. Tahap Kesatu : Penetitian Dokumen Batas

1. Dokumen bata> yang perti Cisiapkan adatah perundang-
undangan dan perar-uran-peraturan lainnya, baik yang

tertulis maupun yang Udak tertutis tentang pembentukan
batas desa yang bersangkutan-

2. Setain ketentuan pada butir 1 (saiu) diatas, iokunren batas
lainnya yang periu ciisia;;katr, atrtara lain adatah :

a) Peta administrasi ciesa yang teiah acia

b) Peta Cesa yang suoah ada
c) Peta lainnya, seoerti : peta rupabumi, peta topografi,

peta pajak bumi dan bangunan, peta pendaftaran
tanah, peta laut dan cilra satetrt.

lj ,

i
I
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Tahap Kedua : Penentuan Peia Dasai'

1. Pei.a dasar !/ang ,Japat digunakan uniuk rnenggambarkan
batas desa secara kartometrik dapat menggunakan peta
rupabumi, peta topografi, peta pajak bumi dan bangunarr,
peta pendaftaran tanah, peta laut dan citra satelit.

2. Sebagai kesepakatan penggunaan peta desa secara
ka,tometrik dibuat berita acara.

Tahap Ketiga : Pembuatan Peta Desa Secara Kartometrik

1. Pembuatan peta desa secara kartometrik dibuat sesuai
spesifikasi teknis yang sudah ditentukan.

2- Peta penetapan batas desa akhir yang dihasitkarr
mempunvai spesifikasi pemetaan seperti tabel i bawah ini :

Tabet 1. Spesifikasi Teknis Pemetaan Witayah Desa

Penentuan garis batas sementara di atas peta
Penentuan garis batas sementara adalah rnenentukan garis
\n+a- -{^-^ l: ^€^- ^^+^ -. -l^L -ll-^-^1.<+{ . '^^^u€tLd) U,tr5cl Ui cl|-d) Pgt-ct yqlig )Uuciii Ui)EiJsn(lLl yallS
dilaksanakan pada :

3-

Dati.rm Horisontal

Etipsoid Referensi

1 : 1.000 - 1 :10.000

Sistem Proyeksi Peta Transverse Mercator (Tlvt,1

Pri,# @ Syarman. 3q. llukun
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1) Tanda/simbot batas yang tertera di atas peta, baik
batas administrasi maupun batas kenampakan detai[ lain
di peta.

?) Krrordinat titik batas yang tercantum daam doiulT,-=l''l

batas desa.
3) Nama-nama geografis dan unsui'geora,ris sepanjang garis

batas dan unsur atam, buatan rnanusia, maupun unsur
administratif.

4) Jika tidak ada tnda-tanda batas yang tertera
sebetumnya maka penentuan garis batas sementara di
atas peta ini ditakukan metalui kesepakatan.

Prinsip Fenegasan Batas
A. Batas desa terdiri atas batas atam dan batas buatan manusia
B. Jika dasar hukum untuk penegasan batas desa betum ada atau

betum jetas, maka diteraokan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Menggu,rakan Batas Atam
Penggunaan bentuk dalam sebagai batas desa memudahkan
penegasan batas di [apangan karena tidak pertu memasang
banyak pitar batas. Bentuk atam yang umum digunakan
sebagai batas desa adatah sungai, watershed Can dai-'au.

a. Sungai
1) Garis batas pada sungai adatah garis imajiner (garis

putus-putus, seperti gambar 1) yang berada Ci

tertgah yang membagi dua sama besar lebar sungai
tersebut drjadikan sebagai gans batas.

Desa A

tr (PKB) ITJ UdUD

---

\_
I Pl

B!

F
*r
d*

ilt.
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b.

Batas yang berpotongan dengan sungai seperti pada
gambar 1, yaitu Pi cian P7 ciipasang pilar untuk
mengetahui awat/akhir perpotongan garis batas
ciengan sungai r-€, i€but. Pemasangan pitar harus
pada lokasi yang stabii. Pitar batas tidak dapat
dipasang tepat diperpotongan garis tengah sungai
dengan pinggir sungai karena umumnya kondisi
tanahnya tabit. Jarak dari pitar- Pl diurur ketepi
sungai terjauh, serta arahnya juga diukur. Demikian
pula untuk pitar P2.

2, Datarn kondisi tanah yang tabil, pitar dipasang cukup
jauhn dari pinggi' sungai sehingga pitar tersebut
bukan rnerupakab pitar batas ietapi seba.gar pitar"
kontrol batas (Pl(B)

3) Dalarn ccntoh seperti Garnbar 1, perlu dilakukan
pengukuran situasi, termasuk pengukui'an untuk
penenruan garis batas sepanjang sungai untuk
pembuatan peta garis batas skaia 1 : 1.000.

Watershed (Garis Pemisah Air)
Pada umumnya batasyang menghubur:gkan aniara
gunung menggunakan pn:isip watershed (tihat gambar- 2)

Jalan\\
WILAYAH AJ

Kontur -' \
--q

Gunnng f -"R

],'Gunung

WILAYAH

B

BA
l5

,t
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Garis batas pada watershed merupakan gai-is inrajiner i
yang ciimutai dan puncak suatu gunung {A), mengikuti i

punggung-punggung bukit yang iner'garah kepuncak'
gunung berikutnya (B). Pada garnbar 2 dapat ditihat;
dengan jetas garis pemisah air yang tependek adaiah r

garis putus-putus yang menghubungkan Gunung A-Q- I

Gurrung B. Waiershed yang terputus yang dihubungkan
dengan garis lurus atau disepakati bersama.

Ketentuan untuk menetapkan garis baias pada
watershed sebagai berikut :

1) Garis tersebut tidak boteh memotong sungai.
2) Jika terdapat tebih dari satu garis pemisah eir maka

batasnya adatah garis penrisah air yang terpendek.

Danau
Danau dapat oibagi dalarn dua witayah, yaitu wil.ayah
darat dan wilayah air.

1) Witayah Darat
Yang masih dianggap witayah ciarat aiatah batas air
surut yang terendah.

2) Witayah Air
Pembagian witayah ai( dapat dilakukan sebagai
benkut :

a) Seluruh dar':au rnasuk kc salah satu desa, ciengan
demikian tepi danau yang rnerupakan batas, atau

b) Danau merupakan batas antara dua desa.

Desa A ^ Pila-r Batas

Desa B

Gaurbar 3
ll
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2.

Garis batasnya adataj garis lurus yarlg

merrghubungl..an P1 darr ?7. P1 dan PZ adatah
Pitar batas yang dipasang di perpotongan gars
batas dengan tepi danau, atau te;'dapat tebih Can'

dua desa yang berbatasan dengan cianau
tersebut, berlaku menurut peraturan daerah atau
kesepakatan yang tetah ada di antara dua desa
yang berbaiasan.

Menggunakan Batas Buatan

Unsur buatan yang umum digunakan sebagai batas desa
antara tain; jalan, jalarr kereta api dan saluran irigasi.
Untuk batas jatan, jatan kereta api, saturan irigasi dari
kanal, dapat digunakan as atau tepinya sebagai tanda batas
witayah anatra dua desa yang berbatasan sesuai
Kesepakatan dua desa irang be#atasan.

a. Jatan
1) As Jalan

Caris batas

Garis perptongan baias tiga desa

Unti:k jatan y-ang digi;;iakan sebaga: batas seperti
pada Gambar 4, maka garis batasnya adatah
perpotongan as/sumbu jatan tersebut. Untuk
mengetahu: as jatan nraka pertu dipasang Pitar
Kontrot Batas (PKB) terutama pada betokan jalan,
atau pada pe;poiongan jatan untuk rnenentukan

Prinl @ Syarman. Bag. Hukun
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tlosisi garis batas {as jal.an tersebut', kemudta ciiukur

ke ciua tepi jatan uniuk nrengetahui iebai' jalan'

Pinggi;'Jalan

Gambar 5. Titik Pi meruPakan

perpotongan garis batas 3 desa

Khususuntukbatasangtertetakdi:ekitarPertigaan
jatan seperti Gambar 5, maka perlu oitempatkan
Pitar Kontrol Batas danPil.ar Batas urltuk menentukan
posisi batas di pertigaarr jatan tersebi.rt. Penempatan i

pitar-pitar- harus rnemperhatikan kerr'ungr'inan i

adanyapetebaranjalan.setanjutnya,ditakukani
pengikuran jarak dan sudut dari ke-3 pitar tersebut i

ke titik p"rpotongan garis. batas antara desa A, desa

B dan desa C di titik Pl.
Datam conioh seperti Gambara 4 dan Gambar 5 pertu

dibuatkan peta situasi dengan skatan peta 1 : 1'0C0'

b. Jatan Kereta APi

rjriluk jatan kereta api digunakan prinsip yang sama

dengan penetapan / pemasangan tanda batas pada jatan 
1

(Lihat Gamar 6).

?)

Print @ Syarman. Bag, llu!',rm
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Desa A
I Prce (Pilar-Kontrol i3aia;

Garis batas desa#
I PfS (Pilar Kontrol Batas

Desa B

Gambar 6 Jalan Kereta Api Sebagai
Batas Desa

c. Saturan lrigasi
Untuk saLuran irigasi prinsip penegasan batas sama
dengan prinsip penega:an batas pada sungai.

Tahap Kegiatan Penegasan Batasa Desa
A. Tahap kegiatan penegasan batas desa di lapangan <iiiaktrkan

oteh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Pada
pelaksanaan di lapangan Tim dapat menunjuk atau dibantu
oteh ltm Teknis.

B. Tahapan kegiatan penegasan batas desa mel'iputi :

1. Penggunaab dokumen penetapan batas
'L. Petacakan batas riesa

3. Perrrasangan pitar batas desa
4. Pengukuran dan Denentuan posisi pitar batas desa
5. Pembuatan peta desa

Setiap kegiatan tersebut pertu didokumentasikan dalam
formutir yang diisi oteh petaksana dan disyahkan cleh
oejabat yang bennenang.

C. Apabita tidak diperotej kesepakatan terhadap hasit setiap
tahap kegiatab penegasan batas, akan disetesaikan cteh Canat,
Bupati/Watikota, dan Gubernur sesuai denngan tingkat
perrrasalahan yang timbul diwitayah tersebut-

tv.
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1. Tahap kesatu: Penggunaan Dokumen Penetapan Batas

ai Tim beranggotakan dari pemerintah Kabupaten/Kota,
Kecamatan dan desa serta masyarakat-

b) Tim ini metakukab pengkajian terhadap dasar hukum

tertutis dan yang berkaitan dengan batas desa.

c) jika tidak ada sumber hukum tertutis maka anggota tim
bermusyaurarah untuk membuat kesepakatan baru

datanr menentukan batas desa.
d) Menentukan metode petacakan, pemasangan pitar

batas, pemgukuran dan penentuan posisi pitar batas dan '
pembuatab peta desa.

e) Menyiapkan formulir-formutir Can peta kerja serta
penentuan koordinat pilar batas diatas peta kerja'

f) be,'dasarkan hasil pengkajian dokumen Cibuatkan berita
acara penetitian dokumen batas desa (tihat Form 1)'

DaLam hat tidak terciapat dokumen batas desa,

dibuatkan berita acara kesepakatan batas desa. 
i

2. Tahap Kedua : Petacakan Batas Desa :

Pelacakan batas lapangan (reconnaissance) adalah kegiatan ,

lapangan trntu!< menentukan tetak batas daerah secara

nyata-di iokasi sepanjang ba^ras daei'ah bei'dasarkan garis

batas sementara pada peta atau berdasartan kesepakatarr :

hasil penetitian dokumen dan penetapan sebelumnya- 
:

Kegiatan petacakan garis baras ditapangan meiiputi :

a) Menentukan tetak batas secara nyata ditokasi

berdasarkan garis batas sementara atau berda:arkan
hasil kesepakatan.

b) Kegiatan petacakan dimutai ciari titik awat yang

diketahui, kemudian menyusuri garis batas sarnpai

dengan titik alfiir sesuai ciengan peta ker ja
c) Sesuai kesepakatan, pada jarak tertentu dapat dipasang

batas sementara berupa patok kayu yang dl'cat dengan

warna merah untuk mentuciahkar: pemasangan piiar-
pitar batas sebagai batas tetaP.

I

$

i
;
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c)

ei

:

D; ,am melakukan pelacakan batas desa ditapabgab Tim;
Teknis dapai mengikutsertakan aparata desa antara tain I

toxch/pemuka rnas'irarakat cjan baian Pei'musyawaratan
F\.rcr rtrn tr 1c;n,r ,'n-ci-.d x^--uL_)c! uur t r!!G_r!!!5-!!!.-r_r!!!5 r_r!:>(}:

Berdasarkan hasit pelacakan batas desa dilapangan '

(Data Sunrei Petacakan, Form. 2) dibuatkan berita acara
hasit petacakan batas desa yang ditandatangani otej
kepata iesa yang berbatasan ian Ketua Tim (Form. 3)

Tahap Ketiga : Pemasangan Pilar Batas Desa
a) Pembuatan dan pemasangan pilar- batas desa ditujukan

untuk memperoteh kejetasan dan ketegasan batas antar
desa sesuai dengan kesepaka'r-an vang telah ditetapkan
sebetumnya.

b) jenis-jenis pitar batas desa adaiah :

1) Pitar Batas Utama (PBU), yaitu pitar batas yang
dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik
avia!, akhir Can baias, Car.i atau pada jarak tertentu
disepanjang garis batas

t\ Dilrr Qrfrc,.t r,(c' ,rqLqr Antai"a (PBA), 'rl.:itu pitar batas yang
dipasang diantara PBU dengan tujuan untuk
menambah ke-ieiasan garis batas antara dua desa
atau pada titik-titik tertentu yang dipertimbangkarr
pertu untul< dioasang PBA.

3) Pitar Kontrol Batas (PKB), ya:tu pitar yang dipasang
disekitar bats desa dengan tujuan sebagai petunjuk
keberadaan batas desa. Pitar Kontrol Batas dipasang
sejubungan pada batas yang ditmaksud tidak dapat
dipasang pilar batas karena kondisinya yang tidak
mernungkinran (seperti pada kasus sungai atau jatan
raya sebagai batas) atau keadaan tanah yang tabit.

3.

c) Ketentuan untuk
PBA disesuaiKan
ditapangan.

Prini @ Syarnan. Bq. Hukum
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d) Pemasangan pitar batas harus memenuhi
sehagai berikut :

lj Ditempatkan cacia kondisi tanahyang

'-erhindar dan eros.i dan abi'asi-
stabi[,

Nudah ditemukan dan mudah ciijangkau. i
Aman dari gangguan aktivitas manusia maupun i

7j
3)

ibinatang. l'.,.
4) Punya ruang pandang ketangit yang retanf terbuka I :

(untuk pitar batas yang akan diukur dengan metode
Gtobat Positron System).

Ketentuan pemasangan pitar adatah sebagai berikut :

1) Sebagai tanda pemisah batas desa dipasang pitar tipe I

D dengan ukuran 2O crn panjang, 20 cm tebar dan 25 i

crn tinggi di atas tanah dan kedataman 75 cm di
bawah tanah.
Jika dipandang pertu di antara dua PBU dapat
d;pasang PBA sesuai dengan kebutuhan dan kondisi
iapangan. PBA pada btasa desa desa dipasang dengan

ukuran 20 cm panjang, 20 cm lebar, 20 cm tinggi di
atas tanah Cengan kedatam 40 cm di bawah tanah.
Pada setiap pitar lrarus dipasang brass tablet pada

bagian atas pilar sebagai identitas dari pitar. Selain
itu harus dipasang satu buah ptak pada satah satu
drnding pitar yang menhadao ke arah utara sebagai

ketcrarrgan tentang pilar batas witayah dua atau
tebih desa. Pada ptax harus d;tutis nama-nama desa

yang berbatasan.
Hasit pemasangan pitar batas dituangkan datam

berita acara penetapan/pemasangan pitar batas desa

(tihat form 4) yang ditandatangani Kepala Desa yang

berbatasan dan diketahui oteh Ketua Tim-

4. Tahap Keempat : Pengukuran dan Penentuan Posisi Garis
Balas Desa
a) Pengukui'an Garis Batas Desa

1) Apabita dipei'tulia:i ditakukan pengukuran garis tratas.

e)

7\

3)

4l
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Pengukuran garis batas yang dimaksud adr ah

pengukuran situasi detait sepanjang ga:-is bata:
cengan koriciol" ier'l-entu.
Pengukuran detait diiakukan Cengan n'letode ooiigol
dan tachimetri.
Data yang berupa deksr^ipsi pitar-pitar bata: dan

titik-titik pada garis batas di dokumentasikan
bersama buku r,kur Can Berita A.cara kesepakatan
batas ciesa yang ditandangani oleh pihak-pihak yang

berbatasan.

b) Penentuan Posisi Pitar Batas Desa

1) Setetah pemasangan pilar bai.as desa setesai

ditaksanakan segera ditakukan pengukuran
penentuan posisi.

2) Standar ketetitian koordinat pitar batas ciesa

(simpangan baku) adalah :

- Untuk PBU dan PKBU - 5 cm
- Untuk PBA dan PKBA * 5 crr't

Ur-,tuk menghasitkan ketetitian seperti tersebut di

ata-', pengukuran ditakukan dengart

metodepengukuran GPS menggunakan pertatan GF5

tipe geodetik. Apabita tidak memungkinkan,
pengukuran ditakukan dengan meode potigon dengan
rnengikatkan 'ninimal pada sattr titik kontrol
horisontat nasiona[ (sehingga koordinat yang

dihasrtka;r datam sisterrt referensi nasionat, yang saat
ini menggunakan Datum Geodesi Nasional 1995 (DGN

e5).

5. Tairap Ketiirra : Pe;,,bi;atan Peta Desa
Peta harus dapat menyajikan infcrrnasi dengan benar sesuai

Cengan kebuttlhannya. Untuk setiap peta harus memenrthi
:pesifikasi yang sesuai dengan tema inforrnasi y'ang

disajikan.

2l

3i

4t
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a) Aspek-Aspek Spesifikasi P' :a Antara Lain
1) Aspek Kartografis

a)Jenispef.aipenyajian!:petafoto,petagaris.
b) Sistim sirnbolisasiltegenda dan warna. :

c) isi peta dan tema. i

d) Ukur;n peta. :

e) Bentuk penyajian . hard copy atau digitai- 
;

2) Aspek Geometris :

a) Skata/resotusi.
b) Sistern proyek>i peta yang digunakan.
c) Ketetitian pi.animetris (X,Y) dan tr'nggi di atas

pcrnukaan laut.
3) I{Etodc Pemetaan Batas Desa

a) Diambit dari peta yang sudah ada, atau
b) Pemetaan secara terestris, atau

. ct Pemetaan dengan metcde yang tain
(iotogrameirisi

Spesifikasi Tekr.is Pilar Batas Desa
A. Berrtuk dan Uxuran plr.ar b,at-as 

I

Pita:' Batas Desa berukuran panjang = 20 cm, tebar = 20 cm,i
trnggi dari permukaa:r tanah = 25 cnr dengan kedatam = 75 cITl.r

Uraian bentuk, ukuran, konstruksr dan rangkaian besi/tutangl
capat ditihat pada Gambar 8 berikut ini. I

H

r
f
{t

.J

/) V.

,ol
I

I
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IAMPAK DEPAti' TAMPAK BELAT.ANG

(a) Konsrruksi Piiar
G:rnibar 8

Pilar Tipe D - Baias Desa

KOI!STRU KSI
ZA

20

50

..__ l

I1Ri
I

___,_l

Perban.iiiqalt :

SemeniPas;..Berat=1

Pasir dan Kerikal
Satr, rn d+lam em

l5

,60
(b) R.angkaiau Besi
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B. 3rass Tabiet dan Ptak

Setiap pitar harus dilengkapi dengan brass
Srass tatrlet dan Ptak mei'upakan identiias
pitar seprti tertjhat pad gambar 9 dan
tergantung pada tipe pitai'batas.

l i-; . 1-,1 .1

't

tablet dan oiak.;
dan ketengkaoan;
1A. ukuran ptaki

I

I(OTA BOGOR

i.u. )

Saiuai <iala:n cm
Tarnpak sa:nping

Gambar 9 Brass Tabtet (terbuat dari kuningan)

Ptak untuk pitar'Batas Desa

I

_t_
I
I

PBU.
7101.11185

MILIKNEGARA
DTLARANG MERT TSAK DA}]
MENGANGCUT,^NDA INI

Prinl @ Syqrnqn. Bq. Hukum
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{

Satuan datam cm

terbuat dari kuninganGambar 10. Ptak,

C. Jenis Bahan / Materiat
Jenis bahan-bahan yang dipergunakan
Batas Tipe D adatah sebagai berikut

i) rvatenal Eeton
a) Semen
b) Pasir
c) Batu Fecah
d) Besi Beton, ciameter 6 mm

iI

untuk membuat Pitai

17ak
1ie Kubik
1/q K.ubik-
23 meter

2) Cetakan / Begezting I

Kayu yang dipertukan adatah berukuran 20 cm x 400 cm Can!
tebat 3 cm, masing-masing sebanyak : 1 buah. li

r
Cara pembuatan Pilar Eatas Tipe D aciatah sebagai berikut : I
1) Suattah tobang dengan ukuran 60 cm x 60 cm Cenganp

kedataman 75 cm. Pembuatan tobang tersebut harus|
disesuaikan dengar: witayah yang berbatasan. g

Perhatikan Gambar 1 1, Gambar 12 dan Gambar 13. I

)*
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Gambar 11

Dua V/itayah Yang berbatasan

28r
I

;
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Gambar i 2
T'iga Wita,vah yanq ber-batasan

C< i_'--_-'

D
Garnbar 13

Empat Wrtayan yang berbatdsan

: Witayah Masing-masirrg
: Bentuk Gatian Lubang
: Arah

Keter'angan :

A,B,C,D

E
Khusus untuk kondisi tanah yang tabit seperti tawa,
maka paCa dasar lobang tersebut dipancangkan kayu
atau paralon agar posisipitar yang akan d,icor {ebih kuat.

7l

3)

Campurtdr s€mua kerikit dan pasif tperhetian
dahulu dicampur dengan semen).
Buattah rangkaian besi beton yang telah
dengan bentuk.dan ukuran seoerti gambar 8.

: jangan

dipotong

il

D. Sistem Penomoran Pitar Batas Desa

B

+
I
I

i
I
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Ssitenr pencti'i{- an prii3;. ui-ituk sar-u Kabupaten/iictu **ngaau'
paCa kcde [".a];,:pai,en,Ii.lcta .yanq teiah diierbitkan oteh Badanr
i u;sai Statist:k { Bp5i" dilaniutkan dengar, penomoran piiar
bata:;, iinruiai rJan angka 00001 sanrpai gggg9, sebagai nerikiri
:

1 ! Batas desa dalam satu kabupaien/kota
Cara penomcran aoatah sebagai berjkut :

l-.l-.:-,.
VaAn \ln-n.- ---- -|> r\\r\tg t\(Jttivt

i xabupateni Kota
NP , Non:or" Pitar
dari 1-99999

7, Pitar Batas Desa yang langsung berbatasan dengan desa
tertuar ciari kecamatan/kabupaten/kota/provinsi otomatis
menjadi pitar Batas Antara (PBA) dari
kecarr,{.a, rr kabup;ler i /kota./pr ov:-ns; rersebut.

3)

4l

Untuk lokasi yang tidak dimungkinkan
seperti pada :rrngai. jalan, dan lain-tain
dengan PKB.
Unttrk pitar perapatan, penamannya
PKBA).

pemasangan PBU

maka pBU diganti

ciisesuaikan (PBA,

V!. ltetode Pengukuran Pilar Batas Desa
setetah setesai pemasangan setunrh pilar batas desa pertui
ditakukan pengukuran untuk memperoteh nitai koordinat cefinitifi
yang mengacu pada sistem referensi koorciinat nasional. Teknotogil
yang umum d:takukan saat ini untuk pengukuran posisi pitar batJs:
adalah dengan menggunakan nnetode potigon atau dapat jugai
menggunakan teknotogi Global Positioning System (GpS). Agar,
ni(a: posisi pilar-pitar batas mengacu ke suatu sistem nasionat,i
ntaka pengukuran pitar-pitar batas harsu terikat pacia titik kontrol
lorrg secdra teknis mempunyai tingkat keteiitian yang irennadai.i

I

301

I
I
I
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:

Titik-titik kontrol ini dapa"r diperole'r daii instansi reknisi
pemetaan, antara lain EAKOSURT'A.NAL. EPN, Departemen ESbini

cian Departemen Kehutan.",l. Di"ra n'retode 0enentuan posisi pitai',
batas yang direkomendasjkan adlah metcde poiigcn cian rnetode
GPS.

A. Metode Potigorr
Peralatan yang digunakan adalah atat theodotit dan alat ukur,
jarak etektronik (EDM = Etectronic Distance Measurement).,
Pada metode potigon, hal yang ditakukan acjalah pengukuran
sugghdrul;[6*El horisontal sepe:ti pada Gambar 14.

'1 -J ,rir,'..

.,il

. r .Ptst.l :lo\-?a?-
-]'--r
PBU 2

-f- 's1
'JM. - I

psU r

PBU 
'

r.

'l--
:!

{"
{,
.l Pr /\F RFFirRrr\:,!

I
ti,

Keterairgan :

A Pitar referensi (nitai ko<rrdinat ciketahui)
I PBU 1 s/d 5 adalah pitar batas

D1 s/d D5. adatah jarak mendatar antar pitar batas
51 s/d 55. adatah sudut potigon pada pita balas

Garis batas desa

Gambar 14. Potigon Terbuka 
i

Pada gamb ar l4,dipertukan d,ra titik referensi (titik ikai) yangi
sudah diketahui nitai koordinatnya. Sudut-sudut 5, 52, 53, 54.
dan 55 diukur dengan theodotit, sedangkan jarak-jarak D1, D2,
D3. D4, Dl dan D6 diukur dengan menggundkan atat ukur jarak
lmosal dengan EDilr). Dari hasit ukuran sudut dan jarak Capat
dihitung nitai koordinat setiap PBU, ya'itu dengan cara

't
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B.

metakukan peningkatan ke iitik referensi yang sudah diketahui
nilai kccrdinatnya.

lvretode Gtobat Positioning System {CPSi

Metode ini memanfaatkan satei.it GPS uirtukk rnenentukarr
pcsi:i dari pilar batas. Beberapa hal ',ang harus diperhatikan
dalam penentuan posisi pitar batas desa adalah sebagai
berikut:
1) Pengamatan GPS menggunakan metode relatif, )apat

ditakukan secara radial dari titik referensi yang n:lai
koordinatnya tetha dik3tahui Calai-n :istem kocrdinat
nasional ke pitar batas yang dimaksud.

2) Minimat 2 (dua) unit receiver GPS tipe geodeiik, single
frequenry atau dual frequency.

3) Lama pengamatan tergantung pada panjang base line
(jarak antara PBU dengan titik ikat) seperti Tabet 2

Cibawah ini :

Tabet 2. Lama Penganatan GPS berdasa.kan panjang base
[ine.

Lama Pengamatan Unutuk Receiver tPS :

Dua Frekuensi

1-3Km 10 menit

3-5Km 15 menit

5-1OKm

10-20Km

30 menit 2C menit

2 jam 1 jam
iI 2jam20 - 100 Km 4 jam

100 - 20u Kn

32
I

Satu Frekuensi
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Apabita jarak titik fi'ekuensi
ila'L;s seperii diilustrasikan
iefe;'ensi tambahan dapat
Kemudian titik-titik batas
referensl yang baru.

Desa B
Tilik ikat

GPS qasional

Penngkatan *caa radial
(baseline panjmg) ciari ritik ikat

Gambar 15. Pembuatan titik referensi baru

Hitungan Koordinat
A) Apabita metode potigon yang digunakan, rnaka perftitungan

data ukuran menggunakan metrde hitungan perataan
sedertana seperti metode Eowdith.

B) Apabita menggunakan metode GPS maka perhitungan ditakukan
dengan metode perataan menggunakan perangkat hitungan
yang diketuarkan cteh pabrik peralatan GPS (Commersial
3oftware).

C) Hasit hitungan diberikan datam dua sistem koordinat, yaitu :

1. Kooniinat geodetik (lintang, bujur dan tinggi etipsoid) dan
ni tai devr'asi sianda :' setiap komponen koordi natnya.

2. Koordinat UTM (Utara, Timur) dan nilai Ceviasi standar
untuk setiaD kemponen koordinatnya.

a\ nasional. cukup jauh dari lokasi
pada gambar 15, maka iitik

ciiadakan tertebih dahutu.
dapat diikatkan dari titik

Vil

Pening:,ata, secra radial
r,bawline pcndek) dari titik rkat

Print @ Syarman. Bq. Hukun
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Viil. Pengukuran Situasi
A. Metode Tachimetri

Apabita dianggap pertu, sepanjang garis batas dapat ditakukan
pengukuran garis batas dengan lebar koricjor ba'ras 50 meter ke
sebetah kiri dan 50 meterke sebelah kanan da;-i garis batas.
Dilanjutkan dengan pembuatan peta witayah desa dengan skala.
antara 1 : 1.C00 s.d 1 : 10.000. Satah satu metode pengukuran
untuk pembuatan peta situasi adatah metode tachimetn
dimana objek-objek diukur menggunakan theodotit dan
pengukuran jarak secara optis atau etektronis.

Kori<ior 50 m ke sebelah kiri dan kanar;

Garis batas desa

Gamba.r'!6.
Pengukuran Techimetri Sepanjang Garis Batas

Keterangan :

1dan1
a, b, c,d....

titik potigon (tempat berdirinya sintrument)
Tempat berdir^inya rarnbu garis batas cian
koridor batas 50 meter ke sebetah kiri dan
50 neter ke sebelah kanan

Prini @ Syarnan. Bq. Hukum
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Yang diukur/dibaca ' $

- Sudut horisontat {mendaiari Iti
- Benang tengah rambi-i il

F.- Sudut vertikal f
,j- Jarak antara tempat berdirinya instrument dengan masing-i

masing posisi rarnbu. 1:

il.
L

F'

, Gambar 17.
Pengukuran Techimeri

Spesifikasi Teknis Pengukuran Potigon
Spesifikasi pengukuran potigon seperti pada tabet 3
ini.

Ketentuan Persyaratan
Seti3ih .bacaaR,Biasa .{8) dan [uar .i

Biasa (LB) datam pengukuran
sudut

u\

q

t

ir

(

rl-

't

!-

T1 [
h

i
t

&

dHl
E
s
B
L
F

&
f'

€r
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I

I

; Setisih ukui-an sucut antar sesi
I

<5"

I Pengecei.a;r kesa[ahan koiimasi i SeOulu* Pe,igai"natan

Di awal dan akhir jaringan

Pengamatan
menggunakan tinggi

Teknikpengadan sudui jurusan
matahari atau dari 2 titik
koordrnat referensi dari
badan Pertanahan
Nas;cnal {BPN), Badan;
Ptanotogi Kehutanan, dtl

Tabet 3. Spesifikasi Pengukuran Potigon

tx. Peta Wilayah Desa
A. ..ienis Peta Wilayah

Jenis peta witayah desa dibuat
pembuatannya terdiri dari :

i

i

berdasarkair prosedurl
i

1) Peta Hasil Penetapan Batas
Petah hasi[ penetapan batas adaiah peta batas witayah
yang dibuat secara kertometrik dari peta dasar yang tetah
ada dengan tidak melakukan pengukuran ditapangan. Ha[
ini biasanya dibuat pada waktu pemekeran desa.

2, Peia Hasil Penegasan Batas
Peta hasit penegasan batas ada peta batas witayah yang
dibuat dengan peta dasar yang ada ditambah dengan data
yang diperoteh dari hasit pengukuran di tapangan. i

36i
;
I
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3) Peta Hasit Verifikasi
Peta hasil verifikasi adatah pe'ta bat-as vritayah -vang telah
dibuat oteh Cesa Can hasilnya ciil.akukan vei-ifikasi
(pen;litirn dan peny-esuaian) oleh iim Penetapan dan
Penegasan Batas Daerah KabupatenlKota, sebetum
ditandatangani oleh Bupati/Watikota.

Proses Pembtratan Peta
Proses pembuatan peta desa dapat ciitakukan dengan berbagai
cara, antara lain dengan cara pembuatan peta situasi atau
dibuat dari peta yang sudah ada (ciitu:"unkar dari peta digitat).

1) Dan Peta vans Sudah Ada', --- t--'o

a) Peta desa didapat dari hasit survei penegasan batas
sedangkan rsi peta diperoteh dari peta-peta yang sudah
ada seperti peta-peta dasar, peta pendaftaran tanah,
peta btok, atau berdasarkan foto udara, citra satelit dan
sunrber data [ainnya;

b) Prosesnya dapat ditakukan secara kartografis ffi?Fudt
atau digital Can jika pertu diadakan penyesuaian skala
dengan peratatan (misat : pantograi) atau metode yang
sesuai.

c) Detit yang digambarkan adalah unsur-unsur yang
berkaitan ciengan batas desa seperti tok"si pilar batas,
jaringan jatan, perairan, dan detit lainya sesuai dengan
kepertuan desa.

d) Pada cara digitat, peta dasar tersebut cidigitasi dan
dipitih melatui iayar kc,nnpute. untuk digambarkan
kembati oteh atat cetak (ptotter, atau printer).

2) Pembuatan Peta Situasi
Penguku:'an :'ntuk penb'::*-:n D3t: ::tua:.; secara teristis
dapat dilakukan. Skala peta yang disarankan adatah skala
1 :1.000. Pengukuran-pengukuran yang dipertukan adatah :

a) Pengukuran kerangka kontrol hcr:'scntal rnenggunakaan
metode potigon dengan spesifikasi sepe:-ti pada tabei 3.

B.

Print @ Syarnan. Bq. Hukum
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i:) PengUt<Ufan i'ituaS' ;l,.'i-,qti_;t1.,i'.afi l_af t ;netli. uii1-riiirl

c'f:'jek-chjek ,Jeiir ':-:;.:i:i: ijiarni-:!! :,€si.i'fi iier,gar:

i-.renibuaii)i ,irli 3 ii-"."t; ' .. ,: l '.. -il{i

-ii SelUfuit niia kC.Ot-iijlai al;':'iiiiili l.j:i piral- ilAta>, D.ili. i''i.iit.
FB.4 atalr PKB, na:'us dicant':;t-i.r,ln i;ada pera dela.

(- Pengesahan P?ta liela
PeLa desa yang t-eiah Civciifikusr oleh Tirn Kabupaten/kota dail

tetah di setujui cieh Kepai;: i}sa yang ber'batssan dlcetak
daiam jumtah rangkap tertentu untui( rnendapatKan
pengesahan dan' Supati '\ts,'{ii'rota. Pera aGtar desa Yi'"9
rnerupf,kan b'atas aittr l: ..vrr,5j dani atau ba*-aS antat-

Kabupateni i"lcta pengesahannya diiakukan ber-dasarkan

ketentuan Sebagaimana ciiatur dalai-n Peraturan t\Aenteri Daiam

Negeri No. 1 Tahun ?CC6 teniang Pedoman Penetapan dan

Penegasan Batas Daerah

n Da^. ri--.rn:n [-.alr, 'mnnU. l gir'riiilPqltqll uv^ull,sll

SetufUh dikUmen yang ter6ail tiellarr prPir'taarl v!ilayah OeSa

dibuat jr,,ntah yang cukup dan satah satunya herus diserahkan
ke in:tansi peirietota arsr'r (Arsir-r Daerah)' Dolumen terdiri
dari:

1) Berita Acara penetitian dskumen batas desa
2) Da{. survei Pela.akan
3) Beritak€ra penetapan/pemasangan pilar batas desa

4) P€ta Desa
5) Dokumen Lainya yang berkaitan dengan kegiatanbatas desa.

Fcr;nat Peta Desa
Drndirk akhir daii pekerjaan pemetaan desa adatah peta desa,

yaitu suatu peta skata besai' (skata 1:1.000 sld 1:10-000). Peta

ic*an !an! ciap,at dipakai untuk pembuatan peta ini dapat berasal
dari peta Pendaftaran Tanah yalg d:buat oteh BPN atau Peta

Pajak Bumi dan Bangunan ya.ng dibuat oleh Direktorat Pajak Bumi

X.

t
!

38i
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[-B I
i-c-l
i-r-l
i=_l
t----l-tl'l
i-. I

f-"--l
'J

,t

dan Bangunan dengan spesifikasi peta sebagaimana tersebut
iabel 1.

Serikut contoh fcrrnat sebuah peta ciesa.

Simbol K:rbupaten

Juciul- skala- narua kab. kec dcs

Diagram Lokasi

Inio terrtang datull sistern pro
sistern grid. kontur

L,egenda oan Riu'a1'al Pcla

Daftar Koordinat

Pengesahan

Gambar 18. Tata Letak Peta Desa

Peta dasamya format dan tata letak peta tersebut masih
bersifat umum. Dalam hat-hat tertentu dapat berubah,
misatnya berubah karena bentuk geografis witayah desa ;'ang
sedemikian rupa sehingga bentangannya memertukan beniuk
kerangka yang khrrsus.

.Jika jumtah koordinat pitar batas cuktrp banyak maka
penempatan koordinat titik dari pitar batas tersebut
disesuaikan dengan muka peta yang kosong.

t

pada,

4

A.

B.

)r

A (tsi Peta)

Prin* @Syarman 84. Hukum
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, Prinl @ Syarman. Bag. Hukunt'

C. Legenda peta wilayah desa umumnya berupa simbol seperti :

i-I \r rnatal
I Jur r5g'

Jatan Raya

Jatan Kereta Api

Eatas Provinsi

Batas Kabupaten / Kota

Batas Kecamatan

Eatas Desa

Garis Kontur

TAMBAHAN LEMBARAN DASMH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2CO8

NOitOR :

KABAG. FIUK A KAB. KONAWE,

:0

V

40



r ^;\,tPlRAN li : ; LRATUR,{T.i DAERAH KABUPATEN
NOt"i*R :3TAi{UN2OO8
TANGGAL : 14.lanuari 2OO8

SER|TA ACARA
PENELiTiAI.i DOKUMIN BATAS DESA

Nomor ...(1)
Nomor ........(1)

KONAWE

Form 1

Pada hari ini ...i2) tangga[.
(4! tahun (5) bertempat di Desa

i6) Kecamaian..... (7)
Kabunaten/Kota (8) Provinsi

a"r,," "" ;; ;;; ; ;;; ;: f*:: : :: :: ::i :: :: : : 
* 

iltl T"["5" T:1"
. (10) dengan hasil sebagai berikut :' 1. Dokumen-dokumen baias desa . .. (10) dengan

, Desa... ...... (10) yang disepakati adatah :

.. a ....11),b
c Dst .. ...... 1 1 )

2. Peta Desa antara Desa . (10) dengan Desa
.. (10) yang dipekati adatah :

a. ........121
b. ........ 12)

' 3. Tttik-titik dan garis batas antara Desa. ..(10)
dengan Desa yang akan ditacak dan akan dipasartg pitar adalah :

, 1) .... ....... (13)
2l ...(13)
3) ...(13)
4l ...(13)
5) dan seterusnya', yaitu dengan rnenandai lokasi-tckasi dimakstrd pada peta kerja' dengan tinta berwamah merah. Data tebih rinci mengenai hasil

' :::::'::: ::::T:::::: (14)?::i.;pi,d"u 
Nomor :

o
Pr;nt @ Syarnan &ag. Hul<tm
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TIM PENE-TAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

t)

:
I TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

KABUPATEN / KOTA

ltt t
(17)

l 
",

42Prini @ Syaman hg. Liula)n



PETUNJI-JK PENGIS|AN BiRiT* ACAF ''
PINEt.lTlAN DOKiiMiN BATA-q D:]S;.

(1) Diisi nonroi- agenda Cesa iiana berbat-a:an
(7) Cukup jetas
(3) Cukup jetas
(4) Cukup jetas
(5) Cukuo jeias
(6) Diisi ;rama Desa yang berbatasan. climana peneiiitan dokurrren

ciokumen baias ditakukan
(7) Diis: nama Kecamatan, dimana peneii:ian dokumen batas

dilaki.ikan
(8) Diisi nanra Kabupaten/Kota dirnaria perieiitian doktimen batas

ditakukan
(9) Diisi nama Provinsi, ciimana penelitian Cokumen batas

dilakukan
(10)Diisi nama Desa yang berbatasan. Jika tebih dari dua desa yang

berbatasan, harus dincatumkan semua nama desanya
(11) Diisi nama dan jenis ciokumen batas desa vang diseoakati
(12) Diisi nama dan jenis peta dasar yarg di;cpaka'-t
(13) Diisi nomci--nomor dan nama-nama titik batas yang akan

ditacak dan dipscrrg batas. Sistenl penomora harus suciah

ciitentukan )ecara sistematis dan terintegrasi (lihat Sisten
penomoran, Pita,-, butir V.D, tampiran l)

(14) Diisi dengan nomor surat Data Hasil penetitian dokumen batas
Desa; Contoh : No. . .. (seluruh dokumen harus diarsipkan
secara baik dan benar).

(15)D':tandatangani oteh pihak-pihak yang terkait pada jajaran
maisng-masing, desa, tokoh masyarakat kedua desa.

(16) Disetujui oten Kepata Desa yang bebatasan.
('tTiDiisf nama jelas dan tanda .+-angan Ket-ua dan Anggota Tim

Penetaoan dan Penegasan Batas Desa.

Prtnl @ Syarman &g. Hukum
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DATA' URVEY PELACAKAN
LOKASI PENETAPAN/PEMA5ANGAN PILAR BATAS DESA

Antara

, ciengan
Desa.

I

t. LOKASI :

/ ........{3)
/............ (4)

(s)
t.........(6)

(71

{8)
(8)
(8)
(e)

Peta/Data yang digunakan ......... (9)

Situasi :

1. Letak Geografis (Bita ada data)

I
E

Tertetak di Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

Suruey Dada tangga
Petaksana survey

(8)
(8)

- Lintang
- Bujur
- Tinggi

(10)
(10)
(10)

2. Kondisi Tanah
- Jenis tanah

Liat/Gambaf )
- Bentuk tanah

Beraturn*)

: Karang/Pasir/Tanah
(11i
: Segi Empat/Tr:apesium/Tak

- Keadaan tanhan :

Datar/Mi ring / Bergelombang / Bukit

(11)

(1 1)I r,

Prinl @ S,Taman fug. Ilul<tm
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*.1

- Tanah diduga bekas
Abngunan/Hutan

: Sawah/Ladang/rawa/Tanah

Lebat*)
- Tanah untuk bangunan : Baikr Kr,rang baik tidak baik

tetapi tereng 
Tertal.u terjat/curam*)

3. Letak Lokasi
- Jarak dengan jatan terciekat. ....: t17\
- Jarak dengan sungai terciekat ".. :(12)
- Jarak dengan perkampungan ... :(12)

terdekat
- Disekitar tanah lokasi

terdekat
4. Status Tanah : Tanah Negara/Tanah Mitik

Perorangan/Tanah adat lainnYa")

Pemegang hak atas ;;;;"''. : : : :. : : : : :.. :. : : : : - : : -. [i i]
DATA LOGISTIK
1 . Dari lbu Kota Provinsi : .... (15) ke lbu Kota

Kabupaten --(16)
Menggunakan sarana transportasi {17)
Lamanya -----(18)

2. Dari lbu Kota Kabupaten : .... . (i9) ke lbu Kota

Kecamatan .... ... (20)

Menggunakan sarana transportasi (2l.)
Lamanya .-(18)

3. Dari lbu Kota Kecarnatan : ..... (22) ke Desa (23)

Menggunakan sarana transportasi Q4)
Lamanya --(18)

4. Dari Desa : ...... (25) ke
Menggunakan sarana transoortasi

Perbatasan (26)

Lamanya
III. PE\,TBORONG PERSAHMN SETEMPAT

Ptinl @ Syarman fug. Huiun
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(27)
(18)
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{/_8} di.........(29)

J.i A-I irDii i P ANf-liUANi
ir\h I 

-l\:f.,L 
L.nl ru\rr \^l r

itinnrniah '{i 
J?l-!\

".iiuui uiL;t iJi ... ,.4v t\r

, \l
v

'{
Pp.
Rp.

(31)
(31)

vt.

BIJRUiI LOKAL
1. Ongkos bui'uh harian :

7. Ongkos buruh tukang :

SOSIAL BUDAYA
tAasyarakaUpenduduk di sekitar tokasi ..... (f2)
?einuka nrasyai'akai di sekitar lokasi :

a. Nanra
Jabatan

b. Nama
Jabatan

Jabatan
Keadaan ellcnomi masyarakat :

Keterangan tair, yang ci;angga!:, pertu :

..(37)

Ketua Tim Petacakan
(38)

)
") Coret yang tidak pertu

(33)
(34)
(33)
(34)
(33)
(34)
(35)

46
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PTTUNJUK PINCI: AN DA-i'A SURVTY PTLACAKA.N

LOKAS| PEi'iETAPJ:l'i; PI$A5A i'.Grl.N PIt-,AR EATAS DESA

(1) Diisj nomo;- agenda surat di kantor desa vanq berbatasan
(2) Diisj nama iokasi -vang ciiiacak

{3i Diisi nama desa yarrg berbatasan

{4} Diisi nama Kecamatan yang bersangkutart

{5) i)iisi nama K-abupaten yang bersangkutan

{6i Diisi nama Provinsi yang bersangkutan

\7\ Cukup;el:s
(S) Di;:j narn: petugas survey clan labatan
i9) Diisi bitarnana ada narna peta/data yang Cigunakan
(10)Diisi bitaman ada data posisi geografi yang menyatakan hat

tersebut. Posisi pendekatan yang belum akurat. Posisi yatrg

definitif setetah ditakukan pengukuran posisi sesuai spesifikasi
teknis.

(11) Cukup jetas, pitih ienisn tanah yang sesuai

{12)SebutXan berapa peikiraan Sarak l.okasi i'encana penempatan
piiar dari jatan, sungai ate'u perkampungan yang terdekat

(13) Dfisioengan )tatus kepem:likan tanah rencana penernpatan
pitar

(14)Sebutkan nama Demegang hak atas tanair tersebut
(15) Cukup jetas
(15) Cukup jetas
(17) Cukup jetas
(i8) Datam hitungan jam atau hari, tergantung iarak
(19) Cukup jetas
(20) Cukup jetas
(21) Cuk,-rp jetas

{22) Cukup jetas
{23) Cukup jetas
(24) Cukup jetas
(2-5) tukttp jeias
(26) Cukup jetas
(27) C.rkup jetas

Prinl @ Syarnan hg Hul<tn
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i-! -'-ri,.,,ri-'.r:5
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,_iifLi.l:.,ali.
; I;.'.,:: ,,,:.. : .il , -.- .:l '.-' -,, ri.;r ,ii<:,viiar irti...ii,.J-_,, .i'. r_:L:..r..i :^ i ,_.-.:. ii r-r7Lrv,\u jrJ! r..

r-l i',,i,r .,"
lJ-Jr \-rr'\ : i!r.'l.r

Ill :'yr:liirt !-,arr iab.riairnya iika arja

i:5i Se!:iiliian <earjaail ekcnomi rriasyarakai secara
|ol..asr

{ jb} jika ada jrifoi-rrasi iain pertu ditutis
i37) Lokasi dal tanggai pemL,uaian daia
i38i i{ama dan tar--da tanagn Kc'tua Tim Pelacakarr

urnum disekitar4

Pr;nl @ Syarman h4 Hukum
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BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS DESA

Nomor ... (1)
Nomor ... i1)

Pada hari ini.. ..(2) tanggat... .....(3)
(4) tahun i51 beriempat di

hasl survey petacakan lokasi penetapan/pemasangan pitar
desa, nomor : ...
Tertampir

(6i Kecamatan.....
Kabupaten/Kota (8) Provinsi

o. i ;;; i.; ; i;k; ;;. i ;i.; ;' ll,h il ;:I'l'ffi ffi?;: r;,":":Xl" :' 
r a k u k a n

1. .(10i
2. ..(10)
3. .......(10)
4. .(10)
5. dan seterusnya

dengan menandai lokasi dengan patok kayu sementara yang dicat
wama merah, pitar batas dan lainnya. Data tebih rinci mengenai

butan
Desa

(71

batas
(11).

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

lrtenyetuji... (14)
Kepata Desa

........12l.

,ltenyetuji. .. (14\
Kepata Desa

Prinl @ Syarman &g. Hul<Ln
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T!44 PENETAPAI"{ DAN ?;119';ASAI.{ 3.47

KABUPATEN i KCTA

-i Coret yang tidak periu

A C 'rE"q .t
Ar JlrP.

"..,{ 1 5)

ii b)
(16)

50i
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(1)
(7)
( j )

(4)
(5)
(6)

.t

PITUNJUK PII.IGiSIAN BERITA ACAM
PELACAKAT{ BATAS DESA

Diisi nomor agenda wilayah yang berbatasan
Cirkup jetas
Cukup jetas
Cukup jetas
C'rk'rp jetas
Diisi nama Desa yang berbatasan, dimana pilar batas tersebut
dipasang

(7) Diisi nama Kecamatan, ciimana pilar iersebut dipasang
(8) Diisi nama Kahupaten/Kota, dimana pitar tersebut dipasang
(9) Diis; nama Provrnsi, dimana pitar tersebut dipasang
(10)Dii:i nanna lokasi yang dilacak, dcngan menyebutkan nama

Dusun/Lingkungan ciarr rrarna lesa
(1 1 ) Diisi dengan Nomor Surat Data Sui", ey Petacakan Lokasi

PenetapaniPemasangan Tana Batas Desa ; contoh : No.

(12) Diisi nama Desa yang berbatasan
(13)Ditandatangani oteh pihak-pihak yang terkait pada jajaran

maisng-masing, desa, tokoh masyarakat kedua desa.
(14) Diisi nama jetas dan Kepaia Desa yang berbatasan
(15) Cukup jetas
116) Diisi nama jetas dan tanda tangan Ketua dan Anggota Tim

Batas desa yang tetah dibentuk

Pr;nt @ Syarman fug. Hul<tn
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.1.

BERITA ACAM
PENETAPAN / PEMASANGAN PILAR BATA5 DESA

Pada hari ini .. ..(2) tanggat... .....(3i butan
(4) tahun (5) berternpat di Desa

(6) Kecamatan..... (7)
Kabupaten/Kota (8) Provinsi

Acara Pelacakan;;;;; wil;; ,l;;;,(1)'
berdasarkan Berita

(10),

G;1il;;;;;;;;; ;;"[:')
Desa. ....(14i dab
(15), datam bentuk batas buatan
berikut :

tetah diadakan kesepakatan
batas wrtayah anta,ra

dengan nomor pitar sebagai

1.
.2.

....(16)

. ...(16)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diperguirakan semestinya
dan masing-masing pihak harus mentaatinya.

Ditetapkan di
Pada tarrggal

)
(18)

( tt Prinl @ Svatman &q. Hutarm 52
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Nr-G,a.sAN. sAfLs C ria -

li

Menyetuii... (21 i
Kepata Desa

TIM PENETAP{N DAN PENEGASAN BATAS DESA
IGB|..IPATEN / KOTA .(?21

1e)

t23)
(23 )

*) Coret yang tidak pertu

Prinl @ Syarman &g Hukum 53



PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACAM PENETA.PAN / PEA{ASAN( AN

PILAR BATAS WILAYAH DESA

(1) Diisi nomor agenda witayah yang berbatasan(2) Cukuo jetas
(3) ldem
(4) ldem
(5) Diisi nama Desa, dimana pitar batas dipasang(5) Diisi nama Kecamatan, dimana pftar batar Jipurung(7) Diisi nama Kabupaten/Kota, dimana pitar batas dipasar-;g(8) Diisi nama pror4nsi, dimana pitar batas dipasang(9) Diisi nomc;- Benta Acara pelacakan Batas'Desa "
(10) Cukup jetas
(11) Cukup jetas
(12) Cukup jetas
(13) Cukup jetas
(t4) Cukup jetas
(15) Cukup jetas

l't;

+;

(16) Diisi nomor-nimir pilar batas yang dipasang sesuai denqanjur,tah pitarnya
(17) Cukup jetas
(18) Cukup jetas
(19) Diisi nama Desa yang berbatasan
(20) Ditandatangani oteh pihak-pihak yang terkait pada jajaran
.^,. I3irng-masing, desa, tokoh masyarikaik.dra desa.
(21) Diisi nama jetas dan Kepala Desa yang berbatasan
(22) Cukup jetas

(L

Prinl @ Syarnan &g. Hul<tn 54



(23) Diisi nama dan tanda tangan Ketua dan Anggota Penatapan dan
Penegasan Batas Desa

BUPAT! KONAWE,

T.T.D

H. LUKMAN ABUNAWAS.

TAMBAHAN LEI,IBARAN DAEMH KABUPATEN KONAWE TAHUN
2008 NOI{OR:

UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
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H. AN.IF'BA
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